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Abstrak
 

Penyerapan energi surya melalui pemasangan modul surya merupakan salah satu target transisi energi yang

saat ini dikerahkan oleh pemerintah Indonesia. Sejak ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional pada

tahun 2017, penyerapan energi surya pada skala komersial dan non komersial mulai berkembang.

Sayangnya, ambisi pemerintah tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan potensi limbah modul surya

yang rusak atau habis masa pakainya yang muncul saat ini dan masa depan. Maka dari itu, dibutuhkan

pengaturan pengelolaan limbah modul surya yang tepat. Extended producer responsibility merupakan salah

satu prinsip yang dapat diterapkan dalam instrumen pengelolaan limbah modul surya. Beberapa negara yang

telah mengadopsi konsep ini adalah negara anggota Uni Eropa, salah satunya Jerman dan negara bagian

Amerika Serikat seperti Washington, California, dan New York. Penelitian ini menggunakan metode

penelitian doktrinal. Tulisan ini berupaya untuk meninjau prospek penerapan instrumen extended producer

responsibility pada pengelolaan limbah modul surya di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah extended

producer responsibility merupakan prinsip lingkungan yang dapat diterapkan dalam instrumen untuk

mengelola limbah modul surya di Indonesia. Saat ini pengelolaan limbah modul surya merujuk pada

peraturan pengelolaan limbah B3 bagi modul surya bersumber dari PLTS bersifat komersial dan pengaturan

pengelolaan sampah spesifik bagi modul surya bersumber dari PLTS bersifat non komersial. Walaupun telah

diatur, ketentuan tanggung jawab produsen masih minim ditemukan, khususnya pada skema pengelolaan

limbah B3. Penerapan extended producer responsibility dapat diterapkan dengan menetapkan ketentuan

tanggung jawab pengumpulan kembali modul surya, pendauran ulang, pembiayaan, pelabelan, dan

pelaporan oleh produsen.

......Solar energy uptake through the installation of solar modules is one of the energy transition targets

currently being put forward by the Indonesian government. Since its enactment in the National Energy

Policy in 2017, the uptake of solar energy at commercial and non-commercial scales has begun to grow.

Despite the government's ambition to implement the policy, however, it has not completely considered the

potential waste of end-of-life solar modules that arise now and in the future. Hence, an appropriate solar

module waste management regulation is needed. Extended producer responsibility is one of the principles

that can be applied in solar module waste instrument. Some countries that have adopted this concept are

European Union member states, one of which is Germany and some state countries of United States such as

Washington, California, and New York. This research uses doctrinal method. This research aims to review

the prospect of applying extended producer responsibility instruments to the management of solar module

waste in Indonesia. The result of this research is that extended producer responsibility is a principle that can

be applied in an instrument to manage solar module waste in Indonesia. Currently, solar module waste

management refers to hazardous waste management regulations for solar modules sourced from commercial

solar power plants and specific waste management regulations for solar modules sourced from non-
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commercial solar power plants. Although regulated, the provisions of producer responsibility are still

lacking, especially in the hazardous waste management scheme. The implementation of extended producer

responsibility can be implemented by regulating the provisions of responsibility for solar module take-back,

recycling, financing, labeling, and reporting by producers. 


